PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH i

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS

PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG

DIKENAKAN BEA KELUAR
{Peraturan Menteri Perdagangan R.| Nomor 68/M-DAG/PER/9/2015,
tanggal 28 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Pene-
tapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Per-
tanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Ke-
luar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/
2015, perlu pengaturan mengenai penetapan
Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan
kehutanan yang dikenakan bea keluar;

bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas
produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan
Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usu-
lan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan in-
stansi teknis terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk
Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea
Keluar; .

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2006 Namar 93, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-

- lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-

10.

11.

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49186);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (tembaran Negara Repubiik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambaban Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5512);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
tentang Pengenaan Bea Keiuar Terhadap Barang
Ekspor {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 4886);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-
katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-
2019;

Peraturan Presiden'Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perdagangan;

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015
tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2018;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana
teiab diubah dengan Peraturan Menteri Perdagan-
gan Nomer 57/M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.
011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor
Yang Dikenakan Bea Keiuar dan Tarif Bea Keluar




sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomaor 136/
PMK.010/2015;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor; :

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian
dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015;

14. Keputusan Menteri Perdagangan Nemor 933/M-
DAG/KEP/10/2012 tentang Pemhentukan Tim
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Per-
tanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS
PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG
DIKENAKAN BEA KELUAR.

' Pasal 1
Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE)
ditetapkan dengan berpedoman pada harga referensi
yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama
periodik terakhir sebeium penetapan Harga Patokan
Ekspor (HPE).

Pasal 2
(1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit,
Crude Palm Q0il (CPO), dan produk turunannya
berpedoman pada harga referensi yang didasar-
kan pada harga rata-rata tertimbang Caost /nsur-
ance Freight (CIF) Crude Paim Qil (CPO) dari Rot-
terdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia; dan
untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada har-
ga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata
CIF Kakao Intercontinental Exchange (ICE), New
York, satu bulan sebelum penetapan HPE sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Harga referensi $ebagaimana dimaksud pada ayat
{1) adalah sebagai berikut:
a. harga referensi Crude Palm Oil {CPO) sebesar
US$ 529,51/MT;
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b. harga referensi Biji Kakao sebesar US$

3.175,92/MT.

(3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), tarif Bea Keiuar untuk Ke-
lapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk
turunannya sebagaimana tercantum dalam ko-
lom 1 Lampiran lll dan tarif Bea Keluar untuk Biji
Kakao sebagaimana tereanmm dalam kolom 3
Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang
Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea,
Keluar sebagaimana teiah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No-

mor 136/PMK.010/2085.

Pasal 3
Harga Patokan Ekspor (HPE} untuk komoditi
Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Harga Patokan Ekspor (HPE} untuk komoditi
Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg
dengan Pos Tarif ex. 1511.90.92.00 dan RBD Palm
Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih
di atas 20 kg sampai dengan 25 kg dengan Pos Tarif
ex. 15611.90.99.00 ditetapkan sebagaimana tercan-
ium daiam Lampiran |ll yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Harga Patokan Ekspor {HPE) sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 digunakan sebagai
dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan
Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7
Harga Patokan Ekspor (HPE} sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhitung
dari tanggai 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal
31 Oktober 2015.




Pasai B

Dalam hai masa beriaku Harga Patokan Ekspor
(HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri
ini dan Harga Patokan Ekspor {HPE) yang baru belum
ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
Il Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku se-
bagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetap-
kannya Harga Patokan Ekspor (HPE} yang baru.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65/M-
DAG/PER/8/2015 tentang Penetapan Harga Patokan
Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang
Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal 1 Oktcber 2015.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015
a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
ttd.
KARYANTO SUPRIH

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 143/PMK.011/2013 TENTANG PANDUAN
PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN
BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 170/PMK.08/2015, tanggal 9 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1307 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah
diatur tugas pokok dan fungsi pengelolaan risiko fis-
kal termasuk pemberian Dukungan Pemerintah beru-
pa Dukungan Kelayakan pada proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan tugas
pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Dukungan

Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di bawah
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 177 /PMK.02/2014 tentang
Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan
Alokasi Bagian Anggaran Bendara Umum Negara
telah diatur mengenai tugas dan fungsi Pembantu
Pengguna Anggaran (PPA} terkait Indikasi Kebutu-
han Dana Bendahara Umum Negara (BUN) termasuk
Indikasi Kebutuhan Dana Dukungan Kelayakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
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